ABSTRAK

Proses Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah yang didasari oleh
Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana agar
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam
penulisan hukum ini adalah bagaimana proses Penyusunan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan
dan hambatan apa yang timbul serta upaya Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah mengatasinya. Dalam penelitian hukum ini, metode
pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian
ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang
digunakan berupa jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan
sekunder serta metode yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah didasari oleh
Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hambatan
yang timbul dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah yaitu kurangnya
eksistensi tim sebagaimana berperan penting dalam Penyusunan Pembentukan
Peraturan Daerah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan oleh
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Permendagri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai
dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengabh.
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